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ABSTRAK 
 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penghinaan 
Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 
Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap)” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk 
menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap 
penghinaan melalui media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau 
Prapat nomor 962/Pid.sus/2016/PN.Rap serta bagaimana tinjauan hukum pidana 
Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat nomor 962/Pid.sus/2016/PN.Rap. 

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap dan data sekunder yang diambil 
dan diperoleh dari buku, jurnal, dan beberapa karya tulis yang membahas tentang 
penghinaan melalui media elektronik. Teknik analisis penelitian menggunakan 
metode deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan data yang jelas dalam 
hal ini putusan nomor 962/Pid.sus/2016/PN.Rap penghinaan melalui media 
elektronik yang kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam. 

Penelitian skripsi ini menemukan bahwa pada pertimbangan hukum 
hakim menitikberatkan pada dakwaan kombinasi dari Jaksa Penuntut Umum 
dibanding menerapkan pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang  
No. 11 tahun 2008 sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan jika 
dihubungkan pada dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 310 ayat (1) memiliki 
fungsi yang sama untuk menjerat pelaku penghinaan, hakim seharusnya 
memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali serta serta hakim 
seharusnya memakai pengecualian asas legalitas, karena asas legalitas juga 
mempunyai implementasi dalam menjatuhkan hukuman menggunakan Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut tinjauan hukum 
pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap 
terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan hukuman takzir karena belum ada 
batasan pada satu jenis hukuman tertentu sehingga dalam menjatuhkan hukuman 
diserahkan kepada hakim atau ulil amri. 

Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan hakim dan penegak 
hukum yang berkaitan menangani kasus yang sama lebih berhati-hati dan teliti 
dalam memproses pertimbangan hukum serta penjatuhan hukuman kepada pelaku 
pidana. Adanya Undang-undang ITE yang mengatur, diharapkan masyarakat dan 
warga negara harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, agar 
tidak mendapatkan perbuatan yang melanggar hukum. 
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BAB I\ 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya 

merupakan salah satu kecanggihan di era modern saat ini. Revolusi teknologi 

informasi telah mengubah cara kerja manusia mula dari cara berkomunikasi, 

cara meproduksi, cara mengkoordinasi, cara berpikir, hingga cara belajar dan 

mengajar.1  

 Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah mengaburkan batas 

organisasi, pasar, masyarakat, ruang dan waktu. Peranan teknologi informasi 

pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi 

telah menjadi fasilitator utama bagi berbagai kegiatan, tidak terkecuali pada 

bidang pendidikan, diantaranya dalam bentuk teknologi multimedia, yang 

beberapa tahun terakhir. 

 Sekarang ini banyak sekali jejaring sosial yang beredar misalnya 

facebook, twitter, line, instagram, path, dan masih banyak lagi. Jejaring 

sosial saat ini sangat membantu bagi banyak orang di penjuru dunia, 

meskipun banyak memberikan manfaat akan tetapi media sosial tersebut juga 

dapat menjadi alat yang membahayakan. Sekarang banyak terjadi krimminal 

                                                           
1 Erlisa Dwi Ananda, “Pemanfaatan Teknologi Informasi”, dalam http://journal.unair.ac.id/download-
fullpapers-Jurnal%20Pemanfaatan%20TI.pdf, diakses pada 28 Desember 2018. 
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yanng disebabkan oleh media sosial adalah penghinaan, pencemaran nama 

baik, fitnah dan masih banyak lagi. 

           Penghinaan adalah pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat 

seseorang, yang berupa penghinaan atau fitnah tuduhan melakukan suatu 

perbuatan tertentu. Berita penghinaan dangat besar pengaruhnya dan sangat 

jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, kariernya,  

juga dapat menyebabkan pengaruh dikeluarganya maupun masyarakat 

sekitar.2 

 Penghinaan dilakukan hampir setiap hari di dalam media sosial ini. 

Semakin lama banyak korban akibat penghinaan tersebut. Penghinaan 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan 

cara membuat berita atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta korban, 

dengan niat membuat malu korban dan si pembuat informasi itu puas dari 

perilaku yang dibuatnya. Di sisi lain tidak hanya penghinaan melalui jejaring 

sosial akan tetapi juga secara langsung terhadap lawan bicaranya. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif dari psikis maupun fisik.  

 Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana 

Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum 

dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum, 

                                                           
2 Djoko Prakoso, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 120. 
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yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta 

semua perundang-undangan yang mengubah dan manambah KUHP.3 

 Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan perundang-undangan 

Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang 

tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur 

dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan 

pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang 

menyimpang dari KUHP).4 

 Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai penghinaan. Menurut Adami 

Chazawi, penghinaan bukanlah merupakan suatu tindak pidana, namun 

merupakan suatu kualifikasi dari kelompok tindak pidana yang mempunyai 

sifat sama.5 Penghinaan merupakan perbuatan jahat dengan ancaman pidana 

karena tetap dianggap salah dan bertentangan dengan keadilan. 

 Merujuk pendapat R. Susilo, maka menghina diartikan sebagai 

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hal ini yang 

diserang merasa malu. Adapun unsur pidana dari ketentuan Pasal 310 KUHP 

yaitu dalam unsur obyektif memuat menyerang kehormatan atau nama baik 

                                                           
3 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  8. 
4 Ibid., 8. 
5 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transasksi Elektronik  
Peneyerangan terhadap Kepentingan Gukum Pemanfaatan Teknologi dan Transasksi Elektronik 
(Edisi Revisi), ctk. Pertama. (Malang : Media Nusa Creative, 2015), 80. 
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seseorang dengan menuduh suatu hal dan unsur subyektif yaitu dengan 

sengaja dan maksud diketahui umum.6 

 Penghinaan bukanlah pekerjaan yang baru sejak awal manusia sudah 

melarang adanya hinaan, dalam perspektif hukum Indonesia hinaan diatur 

dalam bab XVI KUHP mengenai penghinaan, berisi 12 pasal dari 310 hingga 

pasal 312. Tindak pidana pada Bab XVI KUHP tergolong sebagai delik 

aduan, sebagai mana dinyatakann dalam pasal 319 KUHP. Menurut pasal 1 

angka 25 KUHAP, penuntutan terkait delik aduan hanya dapat dilakukan 

oleh pihak yang dirugikan atau korban. Objek pengaduan dalam Bab XVI 

KUHP haruslah orang perorangan (naturlijk person) karena jika dilakukan 

bukan terhadap orang perorangan maka akan masuk ke dalam pasal-pasal 

khusus di luar Bab XVI KUHP. 

 Walaupun aturan dalam peghinaan sudah ada di dalam KUHP, 

ternyata penghinaan kemudian berkembang, bukan hanya interaksi langsung 

akan tetapi interaksi maya. Oleh karena itu Indonesia memberikan aturan 

tentang ITE. 

 Penghinaan atau pencemaran nama baik di Indonesia telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi 

                                                           
6Tongat, Hukum Pidana Materiil : Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Djambatan, 2003), 157-158. 
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Elektronik (ITE). Pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  Pasal 45 ayat 

(3) yang berbunyi :7 

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) 
dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp  750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.   
 
 Selain terdapat dalam Undang-undang, penghinaan dalam Islam 

seperti halnya perbuatan menggunjing, mencaci, mengumpat memanggil 

julukan tidak baik dan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan atau 

kemulian orang lain. Penghinaan menurut Islam melalui Kitab al-Qur’an 

menjelaskan mengenai prinsip bermu’amalah antar sesama manusia dalam 

Surat Al-H{ujura>t ayat 11-12 : 

ءٞ 
ٓ
��َِ� 

َ
� ّ�ِۡ�ُ�ۡ� وَ� ٗ�ۡ

َ
� 

ْ
�ا

ُ
��

ُ
ن �َ�

َ
َ�� أ

َ
� �ٍ�ۡ

َ
ۡ�مٞ ّ�ِ� �

َ
� �ۡ

َ
��َۡ� 

َ
� 

ْ
ِ�َ� ءَاَ�ُ��ا

�
َ�� ٱ� ��

َ
�� َ�

 ۖ
���ُ�ِۡ�ّ � ٗ�ۡ

َ
� ��

ُ
ن �َ�

َ
َ�� أ

َ
ءٍ �

ٓ
��َِ

ّ
� �ِ�ّ  ��ِٰ

َ
�

ۡ
�
َ ۡ
��ِ� 

ْ
َ���َُ�وا

َ
� 

َ
ۡ� وَ�

ُ
��َ

ُ
��

َ
 أ
ْ
ِ�ُ�وٓا

ۡ
�
َ
� 

َ
وَ�

 
َ
�ُِ��ن

ٰ �
ُ� ٱ��

ُ
� 

َ
�ِ�

� َ
وْ�

ُ
�
َ
� �ۡ�ُ�َ �ۡ

�
�َ�ِٰ�� وََ�� � ِ

ۡ
 َ�ۡ�َ� ٱ�

ُ
ُ��ق

ُ
�
ۡ
َ� ٱِ�ۡ�ُ� ٱ�

ۡ
�ِ� ١١  

 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah 
suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim. “(Q.S Al-H{ujura>t :11).8 

                                                           
7 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik. 
8 Kementerian Agama RI, Al-Wasim Al- Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per 
Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 517. 
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َ
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ْ
ُ��ا ��َ َ� 

َ
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َ
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َ
�

َ
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َ
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ُ
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ن �َ�

َ
ۡ� أ

ُ
��ُ�َ

َ
ِ�� أ

ُ
�

َ
� ۚ �

ً
��ۡ�َ �

ُ
�

ُ
��ۡ�� ��َ

ۡ
هُۚ َ��

 ر�ِ���ٞ 
ٞ
��اب

َ
� َ

�
 ٱ�

�
ۚ إنِ

َ  ٱ��
ْ
�ا

ُ
�
�
   ١٢ وَٱ�

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang.” (Q.S Al- H{ujura>t :12).9 
 
  

 Dari kedua ayat diatas mengingatkan kita mengenai pentingnya 

memberikan toleransi sesama manusia dan juga larangan untuk mengolok-

olok atau merendahkan orang lain dengan panggilan yang tidak baik karena 

bisa jadi orang yang selama ini di bully justru lebih baik dari pada kita. 

 Menurut hukum pidana Islam penghinaan dijelaskan bahwa suatu 

perbuatan dengan mencemarkan nama baik seseorang dari segi menuduh, 

menyebarkan gosip, mengancam  dengan cara memperolok-olok secara terus 

menerus hingga korban merasa terancam, tersudutkan, dan dipermalukan. 

Perbuatan seperti ini  dilarang dalam Islam.   

 Mengingat Islam  mensyariatkan adanya hukuman (‘uqu>ba>h) sebagai 

salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang 

                                                           
9 Ibid, 517. 
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melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan 

kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan 

individu. 10  Maka menyangkut tindak pidana dalam hukum pidana Islam  

terbagi menjadi dua bagian yaitu ketentuan hukuman mengenai berat dan 

ringannya hukuman termasuk dalam qisas dan diyat yang terdapat dalam al-

Qur’an dan hadis. Bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi 

hudud atau kafarat merupakan jarimah takzir. 

 Perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah 

takzir yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak melainkan diserahkan 

kepada ulil amri (penguasa) baik penentuannya maupun pelaksanaanya 

karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur’an dan hadis, 

maka ini menjadi komperensi penguasa setempat. 

 Teori penghukuman hukum pidana Islam dan undang-undang 

penghinaan sangat menarik apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan 

Negeri Ratau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. Pada suatu hari 

Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen dirumahnya pada 

hari Selasa tanggal 01 September 2015, sekitar pukul 15:05 WIB bertempat 

di Jl. Pembangunan No.11 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. 

Labuhanbatu Utara menulis di dinding akun facebook Deby Karen milik 

terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Hernawati Susiana 

                                                           
10 Maulida Nur Muhlishotin, “Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam ”, Al-Jinayah: Jurnal 
Hukum Pidana Islam , No. 2, Vol. 3, (Desember, 2017), 397. 
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Sihombing alias Susi bertanya lewat inbox kepada Debby Yolanda Veronika 

Purba, S.Kom alias Mama Karen dan memulai percakapan dengan 

keduannya. atas percakapan tersebut saksi Hernawati Susiana Sihombing 

alias Susi mengetahui maksud dari tulisan terdakwa di dinding akun 

facebook terdakwa tersebut, lalu keesokan harinya saksi Hernawati Susiana 

Sihombing alias Susi memberitahu tulisan di dinding akun facebook milik 

terdakwa tersebut kepada saksi Risma Ria Siregar.11 

 Pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 11.00 

Melihat saksi Jeremi Hasudungan Pohan keluar dari ruangan Kepala Sekolah 

SD Sultah Hasanudin Aek Kanopan sambil menangis datang ke arah saksi 

Risma Ria Siregar, lalu setelah sampai di hadapan saksi Risma Ria Siregar, 

saksi Jeremi Hasudungan Pohan mengatakan bahwa saksi Jeremi Hasudungan 

Pohan mendatangi ruang kepala sekolah dan bertemu dengan saksi Pargaulan 

Simalango, S,Pd.  

 Diruang kepala sekolah, tiba-tiba datang terdakwa Debby Yolanda 

Veronika Purba alias Mama Karen ke ruang Kepala Sekolah sambil marah-

marah dan menunjuk-nunjuk kearah saksi Jeremi Hasudungan Pohan. Setelah 

itu Debby Yolanda Veronika Purba alias Mama Karen mengata-ngatai Risma 

Ria Siregar. 

                                                           
11 Lihat Putusan Pengadilaan Negeri Rantau Prapat No. 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap, 4 
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 Sambil keluar dari ruangan Kepala Sekolah menuju ke ruangan 

tunggu siswa, yang pada saat itu saksi Risma Ria Siregar kenal yaitu saksi 

Endang Purwanti alias Mama Nazwa dan dr. Ester Kartika, lalu saksi saksi 

Risma Ria Siregar pulang. 

 Berdasarkan fakta hukum yang terjadi kasus ini telah diputus oleh 

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dakwaan kombinasi, 

memperhatikan ketentuan pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 30  ayat (1) 

KUHP, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 

Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.12 

 Setelah diperhatikan penjatuhan putusan hakim menggunakan 2 (dua) 

pasal, jika dihubungkan kedua pasal tersebut memiliki fungsi yang sama 

untuk menjerat pelaku. Sehingga tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat 

dan penegak hukum, dikhawatirkan tumpang tindih. Hakim kurang 

memperhatikan adanya asas lex spesialis derogat lex generalis. 

 Hakim dalam mempertimbangkan hal yang meringankan atau 

menguntungkan bagi terdakwa, hal ini asas legalitas ada implementasinya, 

maka ketentuan asas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak. Pengecualian 

asas legalitas terdapat dalam hukum transistor (peralihan) yang mengatur 

                                                           
12 Lihat Putusan nomor :  962/Pid.Sus/2016/PN.Rap, 51 
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tentang lingkungan kuasa berlakunya undang-undang menurut waktu (sphere 

of time, tijdgebied) yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) KUHP yang 

berbunyi, : 

“Bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan 
pidana, maka terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling 
menguntungkan baginya”.  
 
  Hakim dapat menjatuhkan hukuman menggunakan Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik (ITE).  

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  Pasal 45 ayat (3) 

hukuman lebih meringankan dari pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik (ITE).  

 Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini berjudul  “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik  (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap)”. Penelitian ini untuk mendeskripsikan 

pertimbangan hukum hakim yang digunakan hakim dalam menyelesaikan 

perkara tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana Islam dan 

undang-undang yang berlaku, serta menganalisis hukum pidana Islam  tindak 

pidana tersebut. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam 

penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

berikut :  

1. Peran teknologi informasi dan komunikasi. 

2. Tindak pidana penghinaan atau penghinaan. 

3. Ketentuan tindak pidana penghinaan dalam aturan KUHP. 

4. Perkembangan tindak pidana penghinaan. 

5. Penghinaan di dunia maya. 

6. Aturan tindak pidana Penghinaan. 

7. Hukuman penghinaan dalam Islam. 

8. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. 

9. Tinjauan hukum pidana Islam  terhadap kasus penghinaan melalui media 

elektronik dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. 

 Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang 

lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penghinaan melalui media 

elektronik dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap.  

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghinaan melalui media 

elektronik dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. 

C. Rumusan Masalah 
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 Rumusan masalah adalah beberapa pertanyaan yang timbul 

berdasarkan judul maupun latar belakang masalah yang diteliti. 13  Maka 

penelitian ini merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penghinaan melalui 

media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 

962/Pid.sus/2016/PN.Rap? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 

hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 

962/Pid.sus/2016/PN.Rap ? 

 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.14 

 Penelitian tentang penghinaan melalui media elektronik memang 

cukup banyak dan beragam. Oleh karena itu dilakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi sebagai berikut  

                                                           
13 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, (Yogyakarta : 
Pustaka Barupress, 2014),  54. 
14 Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. (Surabaya:UIN 
Sunan Ampel, 2016),8. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

  

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftahulkudur Bin Suramah berjudul 

“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penghinaan Sultan 

atau Raja”  

 Skripsi hasil dari penelitian adalah bahwa pertama menurut 

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 pasal 233 ayat 1 

huruf (a) menjelaskan tentang unsur-unsur delik yang dilakukan dan 

Pasal 233 ayat 3 menjelaskan pelaku tindak pidana ini akan dikenakan 

denda tidak melebihi RM 50.000 (lima puluh ribu ringgit Malaysia) 

setiap hari. Kemudian hakim menjatukan hukuman RM 5.000 (lima 

ribu ringgit Malaysia) atau jika tidak sanggup membayar denda 

dikenakan hukuman penjara 3 bulan. 

 Kedua menurut hukum pidana Islam, bagi orang yang lakukan 

tindak pidana penghinaan akan dikenakan jarimah ta’zir. Jarimah 

ta’zir adalah suatu hukuman yang ditentukan oleh penguasa bagi 

orang yang melanggar dan hukumannya bisa satu atau dua jenis 

hukuman.15 

2. Skripsi yang ditulis oleh Affan Ghozali berjudul “Hukuman terhadap 

Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial 

dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kaus Prita 

Mulyasari)”.  

                                                           
15 Miftahulkudur Bin Suramah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penghiaan Sultan 
atau Raja”, (Skripsi—Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 
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 Skripsi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa 

pertama, regulasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama 

baik dalam hukum positif, menurut KUHP dan hukum ITE terdapat 

pasal tentang larangan penghinaan atau pencemaran nama baik yang 

secara kseluruhan menggunakan lisan dan tulisan.  

 Dalam pasal 310 berisi tentang menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 

pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal itu 

dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan 

atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling banyak empar ribu lima ratus rupiah. 

 Hukuman dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (1) berisikan setiap 

orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar). 

 Kedua, Tindak pidana islam penghinaan atau pencemaran  

nama baik akan dijatuhi hukuman had 80 kali jilid apabila pihak 

penuduh ternyata tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Di 
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dalam hukum pidana Islam pencemaran nama baik melalui media 

sosial, belum terdapat teknologi informasi lain yang dapat dijadikan 

alat kejahatan tindakan tersebut, seperti media sosial.16 

3. Skripsi yang ditulis oleh Marullah berjudul “Penghiaan terhadap 

presiden di Media Sosial menurut Fiqh Jinayah”. 

 Skripsi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa 

sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap presiden di media sosial 

dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), jo Pasal 45 ayat 

(1), dan aturan yang mengatur penghinaan secara umum tertuang 

dalam Pasal 310-321 KUHP. Sedangkan perbuatan yang dilarang 

terhadap pelaku penghinaan presiden menurut Fiqh Jinayah adalah 

termasuk hukuman takzir.17 

  Dari uraian skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

berbeda dengan skripsi yang telah dipaparkan. Perbedaannya adalah dalam 

penelitian hukum ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap 

penghinaan melalui media elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap), tentang pertimbangan 

hukum hakim yang menggunakan 2 (pasal), jika dihubungkan kedua pasal 

                                                           
16 Affan Ghozali, “Hukuman terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media 
Sosial dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kaus Prita Mulyasari)”(Skripsi—
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018). 
17 Masrullah, “Penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial menurut Fiqh Jinayah”(Skripsi—UIN 
Raden Fatah Palembang, 2016). 
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tersebut memiliki fungsi yang sama untuk menjerat pelaku penghinaan, 

hakim kurang memperhatikan asas lex spesialis derogat lex generalis serta 

hakim seharusnya menerapkan pengecualian asas legalitas dalam 

menggunakan Undang-undang Infromasi dan Transaksi Elektronik. 

 

E. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah di 

atas, antara lain : 

1. Mendiskripsikan pertimbangan hukum hakim terhadap penghinaan 

melalui media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau 

Prapat nomor 962/Pid.sus/2016/PN.Rap. 

2. Menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 

962/Pid.sus/2016/PN.Rap. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki tujuan yang 

ingin dicapai, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya 

bagi pihak civitas akademika dibidang hukum, sehingga penelitian ini 

memberikan kegunaan dalam dua aspek, yaitu  : 
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1. Aspek teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah penghinaan melalui 

media elektronik. 

2. Aspek praktis 

 Penelitian ini dapat dijadikan bahan hipotesis bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penghinaan melalui media 

elektronik. 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan sehingga 

memperoleh kegunaan yang ditujukan bagi penegakan hukum demi 

terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat. 

 

G.  Definisi Operasional 

 Sebelum membahas permasalahan di dalam skripsi ini. Maka perlu 

adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional agar mudah 

untuk memahami penelitian ini dengan jelas. Berikut akan diberikan batasan 

pengertian atas beberapa istilah umum terkait permasalahan agar tidak 

terjadi kesalah pahaman. Sebagai berikut : 
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1. Hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur perbuatan yang 

dilarang oleh syarak dan dapat menimbulkan hukuman had atau takzir, 

penelitian ini wujud konkret hukum pidana Islam  merujuk pada kitab-

kitab fikih jinayah yang ditulis para ahli atau ulama.18 

2. Penghinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

dalam bentuk hasutan, menghina atau berita bohong untuk melumpuhkan 

lawan karena hal tersebut diberitahukan untuk umum dan tidak sesuai 

dengan fakta si korban itu sendiri.  

3. Media elektronik adalah sarana media massa yg mempergunakan alat-alat 

elektronik modern. 

4. Putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap adalah putusan yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.19 

 

H. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif 

dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa 

data tertulis dokumen, undang-undang, dan putusan Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap yang dapat ditelah. Untuk 

                                                           
18 Ahmad Djazuli, Fiqih Jinayah,  (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), 2. 
19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa 

persoalan yang diangkat dalam putusan ini, maka menggunakan metode : 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap yang berkaitan tentang penghinaan melalui 

media elektronik. 

b. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam 

menyelesaikan perkara dalam putusan nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap tentang penghinaan melalui media 

elektronik. 

c. Ketentuaan tentang penghinaan melalui media elektronik menurut 

hukum positif dan hukum Islam. 

2. Sumber data penelitian 

 Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas sumber 

data primer dan sekunder, yaitu : 

a. Sumber data primer 

 Sumber data primer adalah sumber data dari bahan-bahan 

hukum yang mengikat.20 Sumber data primer merupakan data yang 

bersifat utama dan sangat penting untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan 

                                                           
20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 185. 
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Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. Data yang di 

dapat oleh peneliti diperoleh dari website Direktori Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

b. Sumber data sekunder 

 Sumber data Sekunder adalah sumber yang secara tidak 

langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. 

Misalnya melalui orang lain atau dokumen.21 Diantaranya : 

1) Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, Pengantar Teknologi 

Informasi, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2013). 

2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transasksi Elektronik. 

3) Kementerian Agama RI, Al-Wasim Al- Quran Tajwid Kode 

Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus 

Segara, 2013), 

4) Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis 

Penulisan Skripsi.(Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2016). 

5) Miftahulkudur Bin Suramah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

terhadap Pelaku Penghiaan Sultan atau Raja”, (Skripsi—Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).  

                                                           
21 Ibid., 225. 
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3. Teknik pengumpulan data  

 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan beberapa teknik. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara membaca dan menelaah 

dokumen, dalam hal ini yaitu menggunakan dokumen putusan 

Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. 

b. Teknik kepustakaan, dengan cara mengkaji literatur atau buku yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang ITE. 

4. Teknik pengolahan data 

 Data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan teknik 

tertentu. Adapun teknik pengolahan yang digunakan adalah : 

a. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang 

diperoleh dalam kerangka uraian yang sudah direncanakan tentang 

hukum Islam. 

b. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang sudah 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan 

makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data 

sekunder.22 Terutama yang berkaitan tentang penghinaan. 

                                                           
22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : PT. Sinar Grafka, 1996) ,50. 
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c. Analizing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan terhadap 

hukumaan pelaku penghinaan melalui media elektronik dalam 

putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap sehingga diperoleh jawaban 

dari permasalahan yang dipertanyakan. 

5. Teknik analisis data 

  Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik 

analisis dengan cara menggambarkan data dengan memaparkan data apa 

adanya dalam hal ini data berupa dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap tentang penghinaan 

melalui media elektronik, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori 

hukum pidana Islam. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam penelitian ini membagi menjadi lima 

bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab disesuaikan dengan 

pembahasannya bertujuan agar dipahami permasalahanya secara sistematis, 

sebagai berikut : 

 Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
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 Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk 

memaparkan data penelitian. Teori yang akan digunakan dalam hal ini ada 

tiga, meliputi: teori tentang penghinaan dalam hukum pidana Islam, 

penghinaan dalam hukum Indonesia, media elektronik, takzir dan qadzaf. 

 Bab ketiga merupakan pembahasan deskripsi kasus, pertimbangan 

hukum hakim, amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap tentang penghinaan melalui media elektronik. 

 Bab keempat berisi tentang analisis pertimbangan hukum hakim dan 

tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghinaan melalui media elektronik 

yang terdapat dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap.   

 Bab kelima merupakan bab terkahir yang berisi penutup meliputi 

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran yang 

dapat dikemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini. 
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BAB II 

PENGHINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Teori tentang Penghinaan dalam Hukum Pidana Islam  

1. Pengertian Penghinaan 

 Syariat Islam diturunkan untuk melindungi kemuliaan, harkat, dan 

martabat manusia. Setiap perilaku merendahkan orang lain baik 

secara pribadi maupun kelompok tentu dilarang oleh Allah 

SWT.1Ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang penghinaan, 

yaitu : 

a. Menurut Abdul Rahman al-Maliki, penghinaan adalah al-Zammu, 

sebuah perkara yang berhubungan dengan bentuk sindiran halus 

yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.2 

b. Menurut Garib Ahmad, penghinaan adalah al-Ihanah, setiap 

ucapan dan perbuatan  yang dianggap oleh kebiasaan  terdapat 

unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat dan martabat 

manusia.3 

                                                           
1 Zainuddin Ali , Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 60. 
2 Abdul Rahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam (Terj. Samsudin), (Semarang : CV Toha 
Putra, 1989), 12. 
3 Ibrahim Toha Ziyad, Nitaq al-Mauliyyah al-Jazaiyyah ‘an Jara’imi al-Dammi al-Qadhi wa al-
Taqiri. (Turky : Middle East University, 2011), 36. 
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c. Menurut Imam Jalaludin, penghinaan merupakan Sukhriyyah, 

meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena seba-

sebab tertentu.4  

 Islam sangat mengharamkan perbuatan penghinaan dengan cara 

mencemarkan nama baik, mencaci maki, mengadu domba, memanggil 

dengan julukan tidak baik, dan perbuatan sejenisnya yang 

merendahkan kehormatan serta kemuliaan manusia. Islam pun 

menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam 

mereka dengan janji yang pedih di hari kiamat, dan memasukkan 

mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. 

2. Dasar Hukum Penghinaan 

 Penghinaan dalam Islam seperti halnya perbuatan menggunjing, 

mencaci, mengumpat memanggil julukan tidak baik dan perbuatan 

yang berkaitan dengan kehormatan atau kemulian orang lain. 

Penghinaan menurut Islam melalui Kitab Al-Qur’an menjelaskan 

mengenai prinsip bermu’amalah antar sesama manusia dalam Surat 

Al-H{ujura>t ayat 11-12 : 
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4 Imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 428. 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu 
lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu 
lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan 
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 
barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim. “(Q.S Al-H{ujura>t :11).5 
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ٞ
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َ
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan 
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” 
(Q.S Al- H{ujura>t :12).6 
 

 Dalam hal ini Allah telah mengingatkan kita seperti dalam firman-

Nya diatas, mungkin sekali yang dihina itu lebih baik dari yang 

menghina, yakni jangan kita merendahkan atau memperkecilkannya, 

sebab mana tahu orang yang dihina lebih mulia dari pada orang yang 

menghina.  

 Dari ayat diatas menjelaskan bahwa penghinaan atau pecemaran 

nama baik merupakan dosa yang sangat besar, mengingatkan kita 

                                                           
5 Kementerian Agama RI, Al-Wasim Al- Qur’an..., 517. 
6 Ibid, 517. 
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mengenai pentingnya memberikan toleransi sesama manusia dan juga 

larangan untuk mengolok-olok atau merendahkan orang lain dengan 

panggilan yang tidak baik. Dengan kita menghina orang lain di kelak 

akan mendapatkan azab yang sangat pedih. 

  Selain dalam Al-Qur’an, dasar hukum penghinaan juga termuat 

dalam hadis yaitu :7 
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“Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara 
tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu 
ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya 
sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia 
menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang 
Iainnya haram darahnya. hartanya, dan kehormatannya." (HR. 
Muslim). 
 

  Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

r.a :8 
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“Jangan saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling 
memutuskan hubungan dan janganlah sebagian kamu menyerobot 
transasksi sebagian yang lain, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang 

                                                           
7 Islam Kotob, Al Jami’ Bayna Shohihain, Islam Kotob, 229-230. 
8 Yahya bin Syarif Abu Zakariya An Nawawi, Shohih Muslim, (Dar Al-Khoir, 1996), No.2564. 
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berasaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak 
boleh mendhaliminya, membiarkannya (tidak memberikan 
pertolongan kepadanya), dan tidak boleh menghinakannya.” (Riwayat 
Muslim). 
  
 Dalam hal ini Islam sangat melarang untuk saling mendengki dan 

membenci karena merupakan perbuatan yang  haram dilakukan. Hadis 

tersebut berisikan peringatan keras terhadap perbuatan menghina. 

Allah tidak menghinakan seorang mukmin karena telah 

menciptakannya dan memberinya rezeki, kemudian Allah ciptakan 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan semua yang ada di langit dan 

bumi ditundukkan bagi kepentingannya.  

 Apabila ada peluang bagi orang mukmin dan orang bukan 

mukmin, maka orang mukmin diprioritaskan. Kemudian Allah, 

menamakan seorang manusia dengan muslim, mukmin, dan hamba, 

kemudian mengirimkan Raulullah SAW kepadanya. Maka siapa pun 

yang menghinakan seorang muslim, berarti dia telah menghinakan 

orang yang dimuliakan Allah. 

3. Macam-macam penghinaan dalam Islam 

 Penghinaan merupakan perbuatan menggunjing, mencaci, 

mengumpat, memangil julukan tidak baik dan berkaitan dengan 

kehormatan atau kemuliaan seseorang. Macam-macam penghunaan 

atau pencemaran nama baik dala Islam, sebagai berikut : 

a. Ghibah, adalah menyebut perihal seseorang dengan sebutan yang 

tidak disukainya, baik menyebut melalui lisan, tulisan, sindiran, 
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atau dengan isyarat mata, tangan dan kepala. Batasan pengertian 

ghibah yang diharamkan adalah semua pengertian yang 

dilontarkan kepada orang lain untuk mengungkapkan kekurangan 

orang muslim, antara lain dengan cara meniru-niru, umpamanya 

berjalan dengan langkah yang dipincangkan, atau mengangguk-

anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan demikian 

dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu diharapkan 

tanpa ada yang memperselisihkannya.9 

b. Fitnah, adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan 

kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekan 

orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan kehormatan 

seseorang. Seperti halnya Allah berfirman dalam Surat Al-

Baqarah ayat 191  : 
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“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan 
usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); 
dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan 
janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali 
jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka 
memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. 

                                                           
9 Imam Nawawi, Khasiat Dzikir dan Do’a, Terjamah Kitab Al-Adzkatun Nawawiyah, (Bandung: 
Sinar Baru Algensindo, 2003), 869. 
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Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.” (Q.S Al-Baqarah : 
191)10 
 

c. Namimah ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir 

mengenai hal-hal yang tidak disukai bila dibeberkan. Seseorang 

dianjurkan bersifat diam terhadap semua yang dilihatnya 

menyangkut hal ikhwal orang lain yang bila diceritakan tidak 

mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat pula untuk 

menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain 

menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya. 

 

B. Penghinaan dalam Hukum Indonesia 

 Penghinaan pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan 

kehormatan seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan. Penghinaan 

dilakukan hampir setiap hari di dalam media sosial ini. Semakin lama 

banyak korban akibat penghinaan tersebut. Penghinaan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara 

membuat berita atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta korban, 

dengan niat membuat malu korban dan si pembuat informasi itu puas dari 

perilaku yang dibuatnya. Pengaturan penghinaan tentu saja sudah 

terdapat dalam Hukum Pidana.  

                                                           
10 Kementerian Agama RI, Al-Wasim Al- Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah 
Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 30. 
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 Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum 

Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum 

Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang 

berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan 

manambah KUHP.11 

 Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan perundang-undangan 

Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di 

bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana 

yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik 

perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi. 

 Tindak pidana penghinaan di dalam KUHP pasal 310 ayat (1) 

berbunyi :12 

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan  menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 
deketahui umu, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah” 
  

 Walaupun aturan dalam penghinaan sudah ada di dalam KUHP, 

ternyata penghinaan kemudian berkembang, bukan hanya interaksi 

langsung akan tetapi interaksi maya. Oleh karena itu Indonesia 

memberikan aturan tentang ITE. 

                                                           
11 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana …,  8. 
12 Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: 
Prenadamedia Grup, 2014), 312-313. 
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 Penghinaan atau pencemaran nama baik di Indonesia telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi 

Elektronik (ITE). Pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  Pasal 45 

ayat (3) yang berbunyi :13 

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp  750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah)”.   
 
 Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki pengaturan 

dibidang teknologi informasi yang diterapkan dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik (ITE). Sebelum 

ada UU ITE, kasus-kasus dibidang teknologi informasi yang berkaitan 

dengan persoalan hukum pidana diselesaikan dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan 

diluar KUHP. Dengan adanya Undang-undang ITE, Negara Indonesia 

telah melakukan salah satu upaya dalam menghadapi masalah penghinaan 

di dunia internet. 

 

C. Media Elektronik 

                                                           
13 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik. 
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 Media elektronik adalah sarana media massa yg mempergunakan 

alat-alat elektronik modern, yang digunakan manusia untuk mengetahui 

berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber.14 Macam-macam 

media elektronik di dunia internet sebagai berikut :  

1. Media sosial facebook 

 Facebook merupakan situs pertemanan yang dapat digunakan oleh 

manusia untuk bertukar informasi, berbagi foto, video, dan lainnya.15 

Facebook adalah layanan media sosial di dunia internet yang 

digunakan untuk menambah atau mencari teman baru, teman lama 

dan masih banyak lagi. Selain untuk mencari teman, facebook juga 

dapat digunakan bisnis online.   

2. Twitter 

 Situs jejaring sosial yang membolehkan penggunanya untuk 

membaca dan menulis perkembangan terbaru, yang dijekan sebagai 

“tweets” atau “bercicit”. Situs ini berbasis pesan pendek yang 

ditampilkan profil pengguna dan dikirim kepada pengguna lain yang 

telah menjalin pertemanan, yag disebut sebagai “followers” atau 

“pengikut”.16 

3. Line 

                                                           
14  Yuana Agus Dirgantara, Pelangi Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia, (Yoyakarta: 
Garudhawaca, 2011), 95. 
15 Ibid., 37 
16 Yudho Yudha Yudhanto, Belajar Mengelola Facebook dan Twitter, (Rumah Studio Indonesia, 
2018), 129 
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 Salah satu media sosial yang fungsi utamanya sebagai instant 

messenger yaitu platform chatting mempunyai fungsi untuk 

berkomunikasi antara pengguna melalui jaringan internet. Line tidak 

hanya menjadi sebuah tren belaka namun bersifat fungsional sebagai 

solusi dalam pengelola suatu organisasi untuk menunjang aktifitas 

organiasasi.17 

4. Instagram 

 Media sosial untuk mensharing atau membagikan foto maupun 

video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda dengan 

aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan pada 

penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik. Sama 

halnya seperti aplikasi media sosial lain, pada instagram ini anda 

dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah follow dan 

follower atau mengikuti dan pengikut.   

 Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau saling komen 

pada postingan pemilik ataupun teman, bisa juga dilakukan dengan 

menggunakan perpesanan atau direct message (DM) dan yang paling 

popular saat ini yakni instastory yang berupa aktivitas membagikan 

video secara live atau langsung.18 

5. Path  

                                                           
17 Amalia Rizky Fauzi, “Pengguna Line sebagai Media Komunikasi Organisasi (Studi Kualitatif 
Deskriptif Media Sosial Line pada UKM di Universitas Muhammadiyah Surakarta”(Skripsi—
Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 15. 
18  Hermawan, “Pengertian Instagram Beserta Sejaran dan Fungsi Instagram yang Wajib 
Diketahui Pengguna Internet”, dalam https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/, 
diakses pada 13 Juli 2019. 
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 Sebuah aplikasi jejaring sosial pada telepon pintar yang 

memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan juga pesan. 

Penggunaan dari path ditargetkan untuk menjadi tempat tersendiri 

untuk pengguna berbagi dengan keluarga dan teman-teman terdekat. 

  Media elektronik di dalam internet sudah dijelaskan dan masih 

banyak sekali jejaring sosial yang digunakan di dalam kehidupan sehar-

hari, dari beberapa media sosial di atas maka skripsi ini fokus pembahasan 

sesuai dengan masalah penelitian yaitu media sosial facebook. 

  Situs jejaring sosial facebook sudah membuat mudah komunikasi 

antara satu orang dan lebih.19 Akan tetapi jejaring sosial facebook banyak 

orang yang salah dalam penggunaannya yaitu untuk menyebar 

teks/tulisan, gambar, video yang seharusnya tidak untuk disebarkan atau 

tidak bermanfaat.  

  Dunia facebook dalam kasus sekarang ini banyak berkaitan dengan 

pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan yang sejenisnya, karena  

postingan seseorang atau kelompok menyebarkan status yang dapat 

dibaca semua orang. Apalagi yang membaca adalah temannya sendiri, 

misalnya karena dia merasa disindir dalam tulisan status teman tersebut 

dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada polisi bisa juga 

ke dalam proses persidangan, karena merupakan pencemaran nama baik 

dan dapat dikenai pidana. 

                                                           
19 Lary A. Samovar, dkk, Komunikasi Lintas Budaya, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 85. 
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  Facebook seharusnya digunakan untuk hal yang positif agar 

bermanfaat dan memberi keuntungan untuk sendiri maupun orang lain. 

Ada beberapa manfaat facebook  sebagai media komunikasi yaitu :20 

1. Sebagai media bersilaturahmi 

 Hal ini sangat mempermudah untuk mengenalinya dapat dicari 

baik teman baru maupun teman lama krena dapat mengenal anggota 

atau profil nama lengkap, tanggal lahir, hobi, pekerjaan, dan masih 

banyak lagi.  

 Misalnya, bisa dibuat untuk ajang reuni karena waktu setelah lulus 

sekolah tidak pernah jumpa lagi dan tidak mempunyai nomor telepon, 

maka facebook  dapat digunakan sebagai ajang untuk bersilaturahmi. 

2. Sebagai media alternatif memperjuangkan kepentingan rakyat 

 Ketika sistem tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan 

munculnya masalah keadilan dalam masyarakat, facebook dapat 

digunakan sebagai media alternatif memperjuangkan kepentingan 

masyarakat luas, misalnya dalam kasus Darsem, PSSI, Prita  

Mulyasari vs RS Omni Internasional. 

3. Sebagai media pembelajaran 

 Facebook sangat bisa menjadi media sosial dalam pembelajaran, 

karena isi dari facebook sendiri dapat memfasilitasi untuk bahan 

pembelajaran. Adanya notes, message, group, events, chat, video 

chat/cam. 

                                                           
20  Mujahidah, “Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) sebagai Media Komunikasi”, Jurnal 
Komunikasi dan Sosial Keagamaan Facebook, No. 1, Vol.XV, (Juni 2013), 10. 
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4. Sebagai strategi marketing di internet 

 Facebook dapat juga untuk bisnis atau usaha, prinsipnya adalah di 

mana di dalam facebook mempunyai teman atau saling berteman. 

Dalam peluang usaha sekarang ini, para pengusaha besar bukan hanya 

menggunakan media cetak, radio, dan televisi, akan tetapi juga 

menggunakan  media sosial facebook. Dengan aplikasi di facebook 

memudahkan untuk mengupload dan membuat judul dan album di 

dalamnya. 

 

D. Takzir dan Qadzaf 

1. Takzir sebagai Hukuman Penghinaan 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukuman berarti siksaan atau 

pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab hukuman 

disebut dengan iqab dan ‘uqu>bah, yang pada dasarnya mempunyai 

pengertian yang sama. 

 Sedangkan menurut istilah para fuqaha, ‘uqu>bah (hukuman) itu 

adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan 

masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat Allah dan 

Rasul-Nya.21  Menurut hukum pidana Islam, hukuman didefinisikan 

oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut : 

 

                                                           
21 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika 
2006),49. 
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”Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang 
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.” 22

  

 

Definisi tersebut dapat dipahami, bahwa hukuman adalah salah 

satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas 

perbuatan yang melanggar ketentuan syarak dengan tujuan untuk 

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga 

untuk melindungi individu. 

‘Uqu>bah atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam 

terbagi kepada tiga kategori utama yaitu ‘uqu>bah hudud, ‘uqu>bah 

qisas dan diyat serta ‘uqu>bah takzir. Perbedaannya adalah, ‘uqu>bah 

hudud, qisas dan diyat ditentukan jelas oleh nash al-Qur’an dan 

sunnah. Sedangkan ‘uqu>bah  takzir  ditentukan oleh pemerintah. 

 Hukum Islam menetapkan hukuman duniawi dalam perbuatan 

penghinaan ini berupa merendahkan kehormatan manusia yaitu 

hukuman takzir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada 

penguasa. 23  Tindak pidana penghinaan dikenal dengan pencemaran 

nama baik, dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang 

di hukum dengan takzir karena bukan termasuk tindak pidana had 

atau qisas. 

                                                           
22 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 
23 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2005), 129. 
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 Dengan demikian penghinaan masuk dalam takzir atas perbuatan 

yang dikhususkan pada orang yang telah melakukan pelanggaran 

terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. Hal ini 

karena perbuatan itu menyangkut nama baik serta kehormatan 

seseorang sehingga dapat menjatuhkan harkat dan martabat orang itu. 

 Pada dasarnya hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus 

dalam penghinaan, oleh karena itu skripsi ini mengqiyaskan atau 

menganalisis masalah tersebut ke dalam jarimah takzir. 

 Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

takzir.24 Pengertian takzir menurut bahasa adalah ta’dib atau memberi 

pelajaran. 25 Secara etimologis takzir berarti menolak dan 

mencegah. 26 Takzir adalah hukuman atau pengajaran yang besar 

kecilnya ditetapkan oleh penguasa. 27  Menurut istilah sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi sebagai berikut: 

 وَ 
ُ
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� �ْ
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َ
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ْ
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� �ُْ�ِ�

ْ
�
�
ا�  

“Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) 
yang belum ditentukam hukumannya oleh syarak”28 
 

 Dapat dikatakan bahwa jarimah takzir itu adalah hukuman yang 

belum ditentukan oleh syarak, melainkaan diserahkan kepada ulil 

                                                           
24 Abdul Abdul Qadir Audah, Al Tasyri’ Al- Jina’iy Al-Islami, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi, 
juz 1, t.th), 78. 
25 Ibid., 80. 
26 Ibrahim Anis, dkk., Al-Mu’jam Al-Wa>sith, (Mesir: Dar Al- Ma’arif, 1972), 598. 
27 Abdul Qadir Audah, Al Tasyri’ al Jina’iy al..., 65. 
28 Imam Al Mawardi, Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), 236. 
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amri, baik dalam penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam 

menentukan hukuman takzir, penguasa hanya menetapkan hukuman 

secara global saja. Maksudnya, pembuat undang-undang tidak 

menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir, akan 

tetapi hanya dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-

beratnya.29 

 Suatu perbuatan yang dianggap jarimah apabila dapat merugikan 

kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, 

atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama 

baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan 

lain yang harus dihormati dan dipelihara.30   

 Jarimah takzir berbeda dengan jarimah hudud dan qisas maka 

jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena termasuk 

jarimah takzir setiap perbuatan maksiat tidak dikenakan hukuman had 

dan qisas. Adapun macam-macam sanksi takzir itu, diantaranya :31 

a. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan 

 Sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan 

jilid (cambuk). Adapun penjelasannya  sebagai berikut : 

1) Hukuman mati 

 Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan 

hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu 

                                                           
29 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas..., 19. 
30 Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2. 
31 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta :  Amzah, 2016), 95. 
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dilakukan secara berulang-ulang. Adapun ulama yang tidak 

membolehkan hukuman  mati. Para ulama yang membolehkan 

hukuman mati sebagai sanksi takzir mempunyai alasan dengan 

adanya hadis-hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati, 

sebagai berikut :32 

 رَُ�ٍ� وَاِ��ٍ 
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“Barangsiapa yang datang hendak mematahkan tongkat 
(persatuan) atau memecahbelah jamaah kaum muslimin, 
padahal kalian telah bersatu di bawah kepemimpinan seorang 
(pemimpin), maka bunuhlah ia.” (H.R Muslim). 

  

  Adapaun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman 

mati sebagai sanksi takzir beralasan dengan hadis berikut:33 
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“Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku 
adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini;  
seorang janda yang berzina, seorang yang membunuh orang 
lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri 
dari Jama’ah (murtad).” 
 

                                                           
32 Ali bin Shulthon Muhammad Qori’, Mirqotul Mafatih Syarah Misykatul Mahobih, (Da>\rul Fikr, 
2002), No. 3678. 
33 Abu Awanah Al Isfarobili An Nisabury, Misnad Abi Awanah Al- Musama> Al- Musnad Shohih 
Al- Mihroj ‘Ala Shohih Muslim, (Naisabur: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah, 2006), 258. 
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 Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi 

takzir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang 

berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan 

ketertiban masyarakat, atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya 

tidak memberi pengaruh baginya.34 

2) Hukuman cambuk 

 Hukuman cambuk cukup efektif dalam memberikan efek 

jera bagi pelaku jarimah takzir. Dalam jariman takzir, 

penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan 

jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah 

kondisi atau keadaan pelaku dan efek bagi masyarakat.  

 Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala, dan 

kemaluan karena takzir hanya bertujuan memberi pelajaran 

dan tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Oleh karena itu, 

apa yang dikatakan oleh ulama bahwa tempat sasaran 

mencambuk adalah punggung yang lebih kuat.35           

b. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

 Dalam sanksi jenis ini ada dua jenis hukuman, yaitu 

hukuman penjara dan hukuman buang. Sebagai berikut : 

 

 

                                                           
34 M. Nurul Irfan dan Masyorah, Fiqih Jinayah..., 149. 
35 Nurul Irfan, Hukum Pidana..., 100. 
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1) Hukuman penjara (al-Habsu) 

 Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa 

juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara dalam 

syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu : 

a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara paling 

lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara 

terbatas ini diterapkan bagi pelaku jarimah penghinaan, 

penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci 

Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, 

pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa 

izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan 

sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.36 

b) Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara 

seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di 

Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum 

pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat 

berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh 

orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian 

melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu 

Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, 

                                                           
36 Abdul Aziz Amir, Al-Ta’zir fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1966), 367-
368 
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pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai 

pelaku meninggal di penjara).37 

2) Hukuman Buang (Pengasingan)  

 Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku 

jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada 

orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.  

c. Sanksi takzir yang berupa harta 

 Menurut Makhrus Munajat sanksi takzir yang berupa harta 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

1) Merampas Harta 

 Hukuman takzir dengan mengambil harta itu bukan berarti 

mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas 

umum, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. 

Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat 

maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk 

kepentingan yang mengandung maslahat.38 

2) Mengubah bentuk barang 

 Hukuman takzir dengan  mengubah harta pelaku antara 

lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang 

muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga 

mirip dengan pohon. Hukuman takzir pemilikan pelaku, antara 

kain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan 

                                                           
37 Nurul Irfan, Hukum Pidana..., 104. 
38 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2009), 208. 
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denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan, disamping 

hukuman jilid. Demikianlah pula keputusan Khalifah Umar 

yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan 

barang temuan.39 

3) Pemilikan harta 

 Hukuman takzir dalam bentuk ini  juga disebut hukuman 

denda, yaitu hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku. 

Bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat 

pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.  

 Denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan 

disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang 

dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta 

tidak ada ketetapan hududnya.40 

2. Pengertian Qadzaf  

  Qadzaf  dalam arti bahasa adalah   
ْ
� ���

َ
� �ْ ا

َ
�ِ�

ْ
�ِ��رَةِ وَ �

ْ
�ِ�  yang 

artinya melempar dengan batu dan lainnya.41. dalam istilah syara’, 

qadzaf ada dua macam, yaitu: 

a. Qadzaf yang diancam dengan hukuman had, dan 

b. Qadzaf yang diancam dengan hukuman takzir. 

 

                                                           
39 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). 267. 
40 Mawardi Noor, Garis-garis Besar Syariat Islam, (Jakarta : Khairul Bayan, 2002), 36. 
41 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana …, 60. 
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Pengertian qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah 

 ِ�ِ��َ
َ
� ِ

ْ
�

َ
وْ�

َ
�ا
َ
�ِ�ّ��ِ� �ِ�َ

ْ
��ُ

ْ
 رَِ�ُ� ا�

“Menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau 
dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya” 
 
Sedangkan arti qadzaf yang diancam dengan hukuman ta’zir 

adalah : 

 
ْ
�
َ
وْ �

َ
� أ

َ
ِ ا��ِ�

ْ
�

َ
 ِ� ا�َ�ِ��ُ� �ِ�

َ
  اءً �َ �َ  �ِ �َ  ا��

َ
� 

�
  رَِ���َ  �ْ �َ �

َ
َ��� أ

ْ ُ
َ  وْ �

ْ
�

َ
�  ٍ��َ

ْ ُ
�  

“Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain 
menghilangkan nasabnya, baik orang yang ditudug itu muhsan 
maupun ghair muhsan” 
 
 Jika qadzaf  tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat, 

maka had qadzaf tidak dapat dilaksanakan. Syarat penerapan had 

qadzaf  adalah: 

1) Pelaku qadzaf adalah orang muslim yang berakal dan baligh. 

2) Orang yang dituduh berzina adalah orang suci yang tidak 

pernah dikenal berbuat zina oleh masyarakat. 

3) Orang yang dituduh berbuat zina meminta penerapan had 

qadzaf terhadap penuduh, karena ia mempunyai hak untuk hal 

tersebut, namun jika memaafkan maka diperbolehkan.  

4) Penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang 

bersaksi atas kebenaran qadzaf nya terhadap penuduh.  
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 Qadzaf dibuktikan dengan tiga macam  alat bukti yaitu sebagai 

berikut:42 

a. Saksi  

  Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk jarimah 

qadzaf. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalamzina 

sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab zina,yaitu, balig, 

berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidakada penghalang 

menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi qadzaf 

sekurang-kurangnya dua orang.  

b. Pengakuan 

  Jarimah qadzaf  bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan 

dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan 

zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satukali dalam majelis 

pengadilan. 

c. Sumpah   

  Menurut Imam Syafi‟i, jarimah qadzaf bisa dibuktikan 

dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya 

adalah orang yang yang dituduh (korban) meminta kepada orang 

yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak 

melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah, 

maka jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk 

bersumpah tersebut. Demikian sebaliknya, penuduh(pelaku) bisa 

                                                           
42 Abdul Qadir Audah, At Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Araby, tanpa 
tahun)  h. 490. 
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meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh 

benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan 

melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh 

dibebaskan hukuman hadd qadzaf. 

 Hukuman untuk jarimah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. 

Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah 

ditetapkan syarak, sehingga ulil amri tidak mempunyai hak 

memberikan pengampunan.  

b. Hukuman tambahan, yaitu tidak ada persaksiannya. Hukuman 

jarimah qadzaf dapat gugur karena hal-hal berikut, yaitu: 

1) Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali 

persaksiannya. 

2) Orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan 

dari penuduh. 

3) Korban (orang yang dituduh berzina) tidak mempercarai 

keterangan para saksi. 

4) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan 

hukuman.43 

5) Korban memaafkan atau tidak menuntut. 

6)  Penuduh menghadirkan bukti empat orang saksi. 

                                                           
43 Abdul Qadir „Audah, At-Tasyri‟ al-Jinai, Jilid II, (Beirut: Dar al Kotob,h.380. 
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7) Para saksi menarik kesaksian mereka. 

8)  Untuk suami, had qadzaf gugur dengan li’an. 

Kesimpulan dari pembahasan di atas, maka hukuman untuk 

Qadzaf yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini 

adalah hukuman had yang telah ditentukan oleh syara’, yang termasuk 

juga dalam jarimah hudud. Dalam hukuman had ulil amri tidak punya 

hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, 

para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi’i orang yang 

dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih 

dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut madzhab Hanafi 

korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah 

qadzaf  hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.  
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BAB III 

PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN 

NOMOR 962/PID.SUS/2016/PN.RAP 

  

A. Deskripsi Kasus 

 Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap adalah putusan yan menjelaskan tentang 

penghinaan melalui media elektronik. Dalam putusan disebutkan 

perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku Debby Yolanda Veronika Purba 

alias Mama Karen, sebagaimana berikut : 

1. Identitas terdakwa  

 Identias terdakwa merupakan syarat di dalam proses persidangan 

yang dilakukan setelah hakim membuka jalannnya persidangan. 

Pemeriksaan identitas terdakwa diatur dalam pasal 155 ayat (1) 

KUHAP. Cara pemeriksaan identitas tersebut dilakukan oleh hakim 

ketua sidang dengan menanyakan kepada terdakwa mulai dari nama 

lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, agama, dan pekerjaannya serta 

mengingatkan terdakwa agar meperhatikan dan mendengar segala 

sesuatu yang ada di sidang.1 

 Pemeriksaan identitas terdawa dalam putusan Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap disebutkan perbuatan 

                                                           
1Triyanto, “Tinjauan Hukum terhadap Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan 
yang Dilakukan oleh Anak  (Studi Kasus Putusan No. 164/Pid.B/2008/PN.PL)”, Vol. 2, Edisi 6, 
2014, 6. 
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pidana dilakukan oleh pelaku bernama Debby Yolanda Veronika 

Purba, S.Kom alias Mama Karen berusia 41 tahun (31 Januari 1974), 

bertempat tinggal di Jalan Pembangunaan No. 11, Keluarahan Aek 

Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, 

beragama Kristen Protestan,  dan pekerjaanya adalah Ibu rumah 

tangga.2 

2. Peristiwa Hukum 

 Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang 

menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-

ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.3 

 Peristiwa hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 

nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap menceritakan tentang pelaku 

perbuatan pidana, putusan juga menyebutkan secara nyata korban 

tindak pidana. Korban tindak pidana yang terdapat dalam putusan 

tersebut adalah Risma Ria Siregar.  

 Proses perbuatan pidana yang terjadi yaitu berawal Debby 

Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen menulis status di 

akun facebook Deby Karen milik terdakwa sendiri, yang dilakukan di 

rumah terdakwa Jl. Pembangunan No.11 Kel. Aek Kanopan Kec. 

Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara pada hari Selasa tanggal 01 

September 2015 sekitar pukul 15:05 WIB. 

 

                                                           
2 Direktori Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. 
3 Muhamad, Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2017), 87. 
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 Status  facebook Deby Karen tersebut berbunyi : 

 “Hi, ladies, apapun yang kau buat di Medsos, tidak ngaruh dengan 
hidupku ya, urus aja anak2 loe spy jgn spt diri loe yang perbada n tukang 
selingkuh#lagianklumoselingkuhcarijantanygberkelasdonkjgnleveltkdodo
swkwkkwk#”.4 
 
 Setelah menggugah status tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, saksi 

Hernawati Susiana Sihombing alias Susi menanyakan tulisan di facebook 

kepada terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama 

Karen inbox dan terjadi percakapan antara keduanya. 

 Percakapan keduanya berisi jawaban terdakwa Debby Yolanda 

Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen, menjawab dengan kata-kata  

berikut :  

“Bukan marah” dak, udah aku ingatin via soulmate”nya, spy jgn usik aku, 
tp temen2nya jg blg dia juga!!! Jd jgn sampe gw lsg yg negor dia dan 
membeberkan smua apa yg dia lakukan di blkg suami dan kluarga 
besarnya.  Smua gerak gw dia comment. Eda lah, ada nda mau rasanya gw 
tamparin tuh mulutnya sm gw patahin jari jermarinya yg cm berani di 
medsos aja ngocehnya”.5 
 
 Kemudian terdakwa juga menjawab lagi dengan menulis kata-

kata: 

 “Soulmate eda tuh yg anaknya ngata2in nama si montang ubanan, 
simontng tukang korupsi, syukurin si montang kalah mencaleg” kemudian 
ada juga menjawab di inbox dengan menulis” trus si karen ikut les sm Pak 
malango pun di comment, pd hal jasad nya dia ada dipenang kata 
soulmatenya, tp rohnya gentangyang di kanopan. 
 
 Terdakwa juga menulis : 

“Nah, bsk pramuka mo lomba  masakpun dia comment si karen katanya 
nda ada yg mo trima, kemudian terdakwa juga menulis “jasadnya ada 

                                                           
4 Kutipan langsung dari inbox facebook  dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 
962/Pid.Sus/2016/PN.Rap., 4. 
5 Ibid., 5. 
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dipaneng maksudnya bgmn dak? Trus rohnya Gentayangan di Knpn, Gk 
mudeng dak”. 
 
  Lalu terdakwa menulis lagi yang isinya  : 

“Dlm waktu nda ada 1 jam dr anak2 pulang les, dia di penang tp dia bs 
bikin status di bb n fb nya, kasian sih”6  
  
 Keesokan harinya, Hernawati Susiana Sihombing alias Susi 

mengetahui maksud dari postingan terdakwa, lalu memberitahu tulisan di 

dinding akun facebook milik terdakwa kepada Risma Ria Siregar. 

 Pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 11.00 

WIB ketika Risma Ria Siregar hendak menjemput anaknya yang bernama 

Jeremi Hasudungan Pohan, dia melihat anaknya keluar dari ruangan 

Kepala Sekolah SD Sultan Hasanuddin Aek Kaopan sambil menangis lalu 

datang menuju Risma Ria Siregar. Anaknya mengatakan bahwa telah 

dimarahi oleh  terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias 

Mama Karen. 

 Kemudian Risma Ria Siregar bersama Jeremi Hasudungan Pohan 

ke ruang Kepala Sekolah. Saat Risma Ria Siregar sedang berbicara 

dengan Pargaulan Simalango, S.Pd, tiba-tiba terdakwa Debby Yolanda 

Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen mendatangi sambil marah-

marah kepada Jeremi Hasudungan Pohan dan menunjuk-nunjuk ke arah 

Jeremi Hasudungan Pohan serta mengatakan : 

“Kau yang menuduh si Karen mencurikan?lalu kau mengejek si Karen, 
harta yang kau punya itu bukan harta bapakmu itu harta opungmu, kau 
anak kurang ajar, mulutmu sama jabornya sama mulut mamakmu, sekali 
lagi kau buat kek gitu saya bawa kau ke kantor polisi”. 

                                                           
6 Kutipan langsung..., 5. 
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 Saat terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S. Kom alias 

Mama Karen berbicara seperti itu,  saksi Risma Ria Siregar menyuruh 

untuk diam. Lalu terdakwa marah-marah kepada saksi Risma Ria Siregar, 

dengan mengatakan : 

“Diam kau lonte, apa perlu ku bawa selingkuhanmu itu supaya suami dan 
keluarga besarmu tau siapa kau”. 
 
 Saksi Risma Ria Siregar menjawab : 

“Kalau ada bawa kemari sekarang” (sambil keluar dari ruangan Kepala 

Sekolah menuju ke ruangan tunggu siswa) 

 Pada saat kejadian tersebut ada saksi Endang Purwanti alias 

Mama Nazwa dan dr. Ester Kartika, lalu saksi Risma Ria Siregar pulang. 

Akibat perbuatan terdakwa, Risma Ria Siregar melaporkan ke Polres 

Labuhanbatu guna proses lebih lanjut. 

 Atas perbuatan yang telah dilakukannya, terdakwa dituntut oleh 

Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :7 

a. Menyatakan terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias 

Mama Karen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan menista” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer kesatu 

45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

                                                           
7 Lihat putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor  962/Pid.Sus/2016/PN.Rap.,  2. 
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Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua Pasal 310 ayat (1) 

KUHP. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Debby Yolanda Veronika 

Purba, S.Kom alias Mama Karen dengan pidana penjara selama 6 

(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 

c. Menyatakan barang bukti berupa : 

1) 1 (lembar) print out tulisan di facebook atas nama Deby Karen 

tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB 

2) 11 (sebelas) lembar print out percakapan Deby Karen dengan 

Hernawati  Susiana Sihombing alias Susi. 

3) 1 (satu) buah piringan VCD merek Vertex 52XCD-R 700 MB. 

Tetap terlampir berkas perkara 

d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

  Majelis hakim  dalam menjatuhkan sebuah putusan, menyatakan 

pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang 

menjadi amar putusannya. Namun, ada tahapan yang harus dilakukan 

sebelum sampai pada tahapan tersebut, yaitu tahapan pembuktian dalam 

menjatuhkan pidana terdakwa. 

3. Fakta-fakta hukum 

 Fakta-fakta hukum sebelum adanya putusan di pengadilan negeri 

merupakan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-
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fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah dan bukti-

bukti. Fakta hukum adalah orang, benda, bangunan, saksi, atau barang 

bukti yang hadir secara fisik (presence) di dalam 

persidangan. 8 Berdasarkan fakta hukum dalam putusan Pengadilan 

Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap diperoleh  : 

a. Keterangan saksi 

 Keterangan saksi menurut pasal (1) angka 27 KUHAP 

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang di 

dengar sendiri, di lihat sendiri, dan di alami sendiri dengan 

menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.9 Adapun para 

saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam 

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

1) Saksi I : Risma Ria Siregar 

 Saksi adalah korban yang mengetahui difitnah oleh 

terdakwa melalui media sosial media facebok yaitu pada 

tanggal 2 September 2015, yang diberitahu oleh Hernawati 

Susiana Sihombing. Saksi dan terdakwa tidak pernah berdamai 

secara kekeluargaan, pertengkaran sudah hampir 3 tahun. 

Saksi mengenal terdakwa kurang lebih 4 tahun dan satu gereja 

dengan terdakwa.  

                                                           
8 Yasraf Amir Piliang, Posrealitas : Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika, (University of 
Michingan : Jalasutra, 2004), 307. 
9 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), (Jakarta: Kencana 2014), 
239. 
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 Saksi awalnya berteman di facebook dengan terdakwa 

namun karena ada masalah anak-anak, saksi dan terdakwa 

tidak lagi berteman di facebook, bahwa pekerjaan saksi bukan 

lonte dan saksi juga tidak selingkuh, bahwa sebelumnya saksi 

dan terdakwa sudah ada masalah, namun saksi tidak pernah 

menanggapinya.10 

2) Saksi II : Saksi Hernawati Susiana Sihombing alias Susi 

 Saksi mengenal terdakwa dan saksi korban (Risma Ria 

Siregar). Saksi berteman di facebook dengan terdakwa, saksi 

penasaran dengan status yang ditulis terdakwa dan saksi 

menanyakan hal tersebut melalui inbox kemudian terjadi 

percakapan antara saksi dan terdakwa yang diperlihatkan di 

persidangan. Saksi menjelaskan pekerjaan Risma Ria Siregar 

adalah PNS bukan lonte dan bukan tukang selingkuh.  

 Saksi mengirim percakapan inbox dengan terdakwa kepada 

saksi Risma Ria Siregar karena ingin mengetahui apa 

pembicaraan tersebut, saksi tidak mengetahui terjadi 

perkelahian atau tidak.11 

3) Saksi III : Pargaulan Simalango, S.Pd 

 Saksi adalah Kepala Sekolah SD Sultah Hasanuddin Aek 

Kaopan. Saksi menjelaskan pertengkaran terdakwa dan saksi 

                                                           
10 Lihat putusan ..., 15. 
11 Ibid., 15 
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korban sudah hampir 3 tahun. Saksi mengenal terdakwa dan 

saksi korban (Risma Ria Siregar). 

 Pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 WIB saksi 

memanggil Karen dan Jeremi keruangan Kepala Sekolah untuk 

membicarakan tentang masalah yang terjadi diantara mereka. 

Ketika saksi masih menasehati Karen lalu datanglah Risma 

Ria Siregar dengan membawa anaknya kembali ke ruangan 

saksi, namun tidak berapa lama terdakwa masuk dan terjadilah 

pertengkaran dengan saksi korban Risma Ria Siregar. 

 Karena banyak anak-anak yang berdatangan ke ruang 

kepala sekolah dan melihat/ menonton, pertengkaran antara 

terdakwa dan Risma Ria Siregar tidak berlangsung lama, saksi 

Risma Ria Siregar meminta rekaman CCTV ke saksi, 

terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata lonte.12 

4) Saksi IV  : Saksi Poltak Parasan Siadri, S.Pd  

 Saksi mengenal terdakwa dan saksi Risma Ria Siregar, 

saksi mengetahui terjadi keributan antara terdakwa dan saksi 

Risma Ria Siregar, saksi mendengar kata selingkuh akan tetapi 

tidak tahu ditujukan kepada siapa, saksi mengetahui bahwa 

saksi Risma Ria Siregar melapor masalah kepihak kepolisian.13 

 

 

                                                           
12 Lihat putusan ..., 17-19. 
13 Ibid.,19-20. 
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5) Saksi V : Endang Purwanti alias Mama Naswa 

 Saksi menjelaskan status tersebut tidak ditujukan kepada 

seseorang.  Saksi ingat terdakwa cerita kalau anak terdakwa 

ribut dengan anak saksi korban Risma Ria Siregar. Saksi tidak 

pernah mendengar cerita tentang kata-kata lonte. Kemudian, 

Saksi baca di BBM kalau terdakwa membuat status mengenai 

selingkuh namun tidak mengetahui ditujukan kepada siapa. 

Saat kejadian saksi berada  di ruang tunggu sekolah akan 

tetapi tidak di ruang Kepala Sekolah.14 

6) Saksi VI : dr Ester Kartika 

 Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, terdakwa datang 

dengan keadaan menangis kemudian saksi memeluk terdakwa 

untuk ditenangkan. Saksi tidak pernah sebut nama dan tidak 

mengetahui tentang selingkuh, terdakwa tidak pernah 

bercerita kalau terdakwa berantam dengan saksi korban 

(Risma Ria Siregar).15 

7) Saksi VII : Jeremi Hasudungan Pohan 

 Saksi adalah anak saksi korban (Risma Ria Siregar). Saksi 

bertengkar dengan Karen karena usil dan mengejek-ejek. Saksi 

berantam dengan Karen sejak kelas 3. Pada hari tersebut 

terdakwa (Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama 

Karen)  memarahi saksi.  

                                                           
14 Lihat putusan..., 20-21. 
15 Ibid, 21. 
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 Saksi dinasehati oleh kepala sekolah, saksi 

mengetahui/melihat ada pertengkaran antara Ibu saksi dan 

terdakwa, terdakwa mengatakan Ibu saksi lonte dan perlu 

diperhatikan sama bapak saksi, ketika ada pertengkaran ada 

orang lain yaitu Pak Malango, terdakwa datang memaki nama 

Ibu saksi.16 

b. Keterangan Ahli 

 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yag diperlukan 

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan (Pasal (1) butir 28 KUHAP).17 Adapun para ahli yang 

memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

1) Saksi Ahli I :  H. Syurabil, S.Si., M.COMP.Sc. 

 Saksi menerangkan bahwa status tersebut meremehkan 

merendahkan martabat seseorang lain dan masuk dalam 

kategori pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang ITE karena facebook adalah transaksi elektronik, 

status tersebut tidak ditujukan kepada saksi korban, jika 

pembicaraan tersebut di screenshot maka termasuk dalam 

                                                           
16 Ibid, 21-22. 
17  Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, 
(Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), 76. 
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transaksi elektronik, namun jika disampaikan secara lisan 

bukan masuk dalam transaksi elektronik.18 

2) Saksi Ahli II : dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum  

  Saksi ahli menjelaskan postingan, inbox/messeger tersebut 

melalui sarana IT yang berisikan tuduhan perbuatan tertentu 

yang dilakukan oleh seseorang. Postingan tersebut tidak ada 

menyebutkan langsung bahwa penghinaan atau bukan, saksi 

ahli berkesimpulan peristiwa tersebut bisa dikenakan unsur 

Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Undang-undang 

ITE.19 

3) Saksi Ahli III : Drs. Pribadi Bangun, M.Hum 

 Saksi ahli bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu 

Budaya USU.  Setelah saksi ahli membaca postingan terdakwa 

yang diperlihatkan pemeriksa kepada ahli jelas mengandung 

unsur tindak penghinaan atau pencemaran nama baik 

seseorang dengan menggunakan ITE.20 

c. Alat bukti surat 

 Suatu alat bukti yang berupa surat harus dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang dalam bentuk surat resmi. Hal ini 

terdapat dalam Pasal 187 KUHAP :21 

                                                           
18 Lihat putusan ..., 22-23. 
19 Ibid., 24-25. 
20 Lihat putusan ..., 25-26. 
21 Hendrasanto Yudowidagdo, dkk, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta : 
Bina Aksara, 1987), 254-255. 
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1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 

oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya 

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Contoh: 

Akta Notaris. 

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan 

atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk 

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuai dengan 

keadaan. Contoh : BAP dan KTP. 

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan 

yang diminta secara resmi darinya.  

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 

dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh : Surat-surat 

dibawah tangan. 

d. Petunjuk 

 Petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah perbuatan 

pidana itu sendiri. Kejadian atau keadaan karena persesuaianya, 

baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana 
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itu sendiri, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya.22 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi-

saksi yang keteranganya saling bersesuaian antara satu dengan 

yang lain. Menerangkan bahwa pada hari melakukan tindak pidana 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan menista terhadap 

korban Ria Risma Siregar. Keterangan saksi-saksi tersebut saling 

bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk atas 

tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Debby 

Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen. 

e. Keterangan terdakwa  

 Keterangan terdakwa adalah semua yang dinyatakan oleh 

terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan, di 

ketahui sendiri dan di alami sendiri.23 Dalam kasus ini, terdakwa 

mengakui terus terang perbuatannya yaitu menulis status di akun 

facebook nya untuk saksi korban (Risma Ria Siregar). 

 

 

                                                           
22 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), (Buana Press: 2014), 243. 
23 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana (Yogyakarta: 
Liberty, 1988), 104. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 
 

 
 

f. Keterangan Saksi yang meringankan 

 Saksi yang meringankan (a de charge) merupakan saksi 

yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan 

atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya di dalam proses 

persidangan. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 

KUHAP yakni:24 

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus 
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. 

 
 Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang 

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagi 

berikut: 

1) Saksi I  : Montang Siagian 

 Saksi adalah suami terdakwa. Saksi tahu tentang isi 

facebook karena diberi tahu dan mengetahui terdakwa di 

laporkan dikepolisian.25 

2) Saksi II : Morlina Siringo-ringo  

 Saksi mengenal terdakwa karena satu kampung. Saksi 

mengetahui peristiwa tersebut karena mendengar dari orang 

lain dan teman-temannya. Saksi mengetahui bahwa 

                                                           
24  Duwi Handoko, Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia, (Pekan 
Baru :Hawa dan Ahwa, 2017), 192-193. 
25 Lihat Putusan ..., 28-29. 
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permasalahan antara terdakwa dan saksi korban adalah 

permasalahan anak-anak di sekolah dan sudah diselesaikan.26 

3) Saksi III : Irma Astini Lamtina 

 Saksi mengenal terdakwa tetapi tidak mengenal saksi 

korban, saksi mengetahui kejadian tersbut dan mendengarnya 

sendiri serta mengetahui bahwa yang dilaporkan hanya 

pencemaran nama baik saja.27 

g. Barang bukti  

  Barang bukti dijelaskan dalam HIR Pasal 63 sampai 67 

HIR bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti 

yaitu:28 

1) Barang yang merupakan objek peristiwa pidana. 

2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.  

3) Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa 

pidana. 

4) Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.  

  Berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan 

yaitu berupa: 

a) 1 (lembar) print out tulisan di facebook atas nama Deby Karen 

tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB. 

                                                           
26 Ibid., 29. 
27 Lihat Putusan ..., 29. 
28 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana…, 266.  
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b) 11 (sebelas) lembar print out percakapan Deby Karen dengan 

Hernawati  Susianan Sihombing Alias Susi. 

c) 1 (satu) buah piringan VCD merek Vertex 52XCD-R 700 MB. 

Tetap terlampir berkas perkara 

 Isi pokok permasalahan dari keterangan saksi, keterangan 

ahli, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti dapat 

disimpulkan bahwa terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, 

S.Kom alias Mama Karen telah melakukan tindak pidana dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

percemaran nama baik dan menista sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam dakwaan dan karena perbuatannya, ia 

dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 

6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam 

Kasus Penghinaan Melalui Media Elektronik dalam Putusan Nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap 

 Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam 
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persidangan, keterangan terdakwa, dan alat bukti/barang bukti. Hal-hal 

yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

perkara penghinaan melalui media elektronik adalah: 

 Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang  

termuat di dalam surat dakwaan dengan register perkara 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap.  

 Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan 

Penuntut Umum. 

 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya 

terdakwa membenarkannya. 

 Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut pada pokoknya 

terdakwa membenarkannya 

 Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya  

dalam berita acara. 

 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut 

pada pokoknya terdakwa membenarkannya. 

 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita 

secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan 

dalam pembuktian perkara ini dan telah pula diperlihatkan oleh Majelis 

Hakim, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti 

tersebut. 
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 Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka 

segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah 

termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan satu sama lain 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 

atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya atau tidak. 

  Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 

atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya atau tidak. 

  Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah 

mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan berbentuk 

kombinasi, yaitu dakwaan primair kesatu melanggar pasal 45 ayat (1) Jo. 

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik dan kedua melanggar 310 ayat (1) KUHP, 

subsidair kesatu melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP, dan kedua 

melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP. 

  Dalam memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim terlebih 

dahulu mempertimbangkan dakwaan primair kesatu sebagaimana diatur 

dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut: 29 

1. Unsur setiap orang 

 Unsur kesatu “setiap orang” dalam perkara yang dimaksud adalah 

tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi 

(natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) selaku 

pendukung hak dan kewajiban. Unsur “setiap orang” adalah untuk 

mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan 

dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan 

sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan. 

 Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa 

Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen, yang 

identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan 

identitas terdakwa dalam surat dakwaan di persidangan dimana 

terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya 

error in pesona. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap 

orang” telah terpenuhi. 

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak 

 Pada kasus ini yang dimaksud unsur kedua “dengan sengaja dan 

tanpa hak“ adalah kata yang pertama “dengan sengaja” yaitu sebagai 

tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai 

                                                           
29 Lihat Putusan ..., 33-44. 
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keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan 

kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan 

diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Sedangkan 

pengertian pengertian unsur “tanpa hak” yakni melakukan suatu 

perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang 

berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada 

padanya secara melawan hukum. 

 Maka dalam perkara ini menuju pada terdakwa Debby Yolanda 

Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen menyadari bahwa 

perbuatanya menyebarkan informasi di facebook tentang perbuatan 

saksi korban adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-

norma adat istiadat dan kesusilaan namun terdakwa tetap saja 

melakukan perbuatan menulis status di facebook dengan muatan 

menghina tanpa mendapat izin dari pihak manapun, dengan demikian 

unsur tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa. 

3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama 

baik.  

 Unsur yang ketiga “mendistribusikan” adalah perbuatan 

menyebarkan secara luas informasi dan/atau dokumen elektronik 

melalui media elektronik. Penyebaran secara luas ini juga 
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mengandung pengertian bahwa informasi tersebut berpindah dari satu 

pihak ke pihak yang lainnya.  

 “Mentransmisikan” adalah memasukkan informasi ke dalam 

jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja 

yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana 

saja). 

 “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem 

elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 

 “Informasi Elektronik” adalah salah satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, elektronis data interchage, surat elektronik, 

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 

akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

 “Dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat 

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 

elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, 

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 

dipahami orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan uraian di 

atas maka unsur ini  telah terpenuhi. 
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 Unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana 

yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu 

unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh 

unsur tindak pidana yang lainnya. 

 Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan dapat diketahui 

bahwa sesuai unsur tersebut menunjuk kepada terdakwa (Debby 

Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen) yang telah 

menulis di dinding aku facebook miliknya memuat penghinaan atau 

pencemaran nama baik kepada korban (Risma Ria Siregar), dengan 

demikian unsur tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa. 

 Menimbang, bahwa menurut semua ahli  postingan yang dibuat 

oleh terdakwa termasuk kedalam Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang 

meringankan serta keterangan terdakwa di persidangan mengatakan 

bahwa postingan atau status yang dibuat oleh terdakwa di media 

sosial tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak menyebutkan nama. 

 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) 

Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair 

kesatu Penuntut Umum. 
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 Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun 

berbentuk kombinasi, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan 

dakwaan primer kedua, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, 

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :30 

1. Unsur barang siapa 

  Unsur yang kesatu dakwaan primer kedua yaitu “barang 

siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana 

yang dilakukannya.  

  Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam 

persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini 

adalah terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias 

Mama Karen dan terdakwa telah membenarkan identitasnya 

secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan 

pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di 

persidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di 

persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan 

yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan 

mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan fakta 

di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum. 

2. Unsur dengan sengaja 

                                                           
30 Ibid., 41-43. 
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  Unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan primer kedua ini 

sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer kesatu 

yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi. 

3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

  Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” 

adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak 

mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila 

diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang 

yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo 

menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau 

kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan 

kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan 

seseorang sebagai manusia.  

  Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan dapat 

diketahui tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah 

mengakibatkan saksi korban merasa malu, karena nama baik saksi 

korban telah dipermalukan didepan kepala sekolah dan guru-guru 

kelas, sehingga dengan demikian unsur “menyerang kehormatan 

atau nama baik seseorang” telah terpenuhi menurut hukum. 

4. Unsur dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum 

  Unsur yang keempat “dengan maksud supaya hal itu 

diketahui oleh umum“ adalah maksud dari dilakukannya perbuatan 

penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur telah terpenuhi menurut 

hukum. 

 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 

(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, 

sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum. 

 Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan amar 

tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut 

agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 

denda sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sedangkan terdakwa melalui 

Penasihat Hukumnya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala 

tuntutan hukum, karena Majelis Hakim berpendapat sebagaimana 

dalam pertimbangan-pertimbangan di atas. 

 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri 

terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik 

dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 

Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan 
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hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan 

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP :31 

a. Keadaan yang memberatkan : 

1) Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma dan aturan-

aturan yang berlaku di masyarakat. 

2) Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban merasa 

malu. 

b. Keadaan yang meringankan : 

1) Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatanya lagi. 

2) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang 

perbuatannya sehingga memperlancar jalannya 

persidangan. 

3) Terdakwa belum pernah dihukum. 

 

C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap 

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan 

putusan kepada terdakawa sebagai berikut:32 

1. Menyatakan terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias 

Mama Karen telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

                                                           
31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
32 Lihat Putusan ..., 50-51. 
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melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan  

pencemaran nama baik dan penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan 

primer kesatu dan kedua penuntut umum. 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5000.000,00 

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian 

hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena 

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 

selama 1 (satu) tahun terakhir. 

4. Menetapkan barang bukti berupa : 

a. 1 (lembar) print out tulisan di facebook atas nama Deby Karen 

tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB 

b. 11 (sebelas) lembar print out percakapan Deby Karen dengan 

Hernawati  Susianan Sihombing alias Susi. 

c. 1 (satu) buah piringan VCD merek Vertex 52XCD-R 700 MB. 

Tetap terlampir berkas perkara 

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 

5.000,- (lima ribu rupiah). 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT NO. 962/PID.SUS/2016/PN.RAP 

TENTANG PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penghinaan Melalui 

Media Elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 

Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap 

 

 Pertimbangan hakim menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemikiran-pemikiran atau 

pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang 

dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan maupun pendapat tertulis terhadap perkara 

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan.98 

 Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam 

memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan 

kurang sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan 

itu tidak benar dan tidak adil.  

 Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, kemudian hakim 

mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan 

putusan yang akan dijatuhi pada persidangan perkara tersebut.

 Menurut pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

                                                           
98 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat 

Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

mengadili. Mengadili merupakan rangakaian tindakan hakim untuk 

menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, 

jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung 

tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. 

  Hakim bebas memutus perkara pidana yang sedang ditanganinya. 

Masalah kebebasan hakim terdapat faktor yang dapat menimbulkan 

terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Kebebasan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi (hukuman) bukanlah tanpa batas, karena tidak ada 

pidana tanpa adanya Undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan 

sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran 

yang telah ditentukan dalam Undang-undang.99 

 Kebebasan hakim haruslah mempunyai kepastian hukum yang di 

dalam peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi 

hukum/peraturannya. Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini 

runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis yaitu memberi 

pengaruh yang bermanfaat untuk masyarakat. Di dalam memutus sebuah 

perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana 

seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya 

berdasarkan bukti – bukti yang ada. 

                                                           
99 Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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 Putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian 

hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan 

harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan 

peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan 

hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun 

hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak 

selalu sejalan dengan gagasan normatifnya.  

 Hakim tidak selamanya memiliki kesadaran di dalam hatinya 

bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di 

hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat 

putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. 

 Dasar dari adanya sebelum memutus suatu perkara suatu tindak 

pidana adalah pertimbangan hakim, hakim seharusnya memperhatikan 

setiap hal-hal penting di dalam persidangan yaitu memperhatikan syarat 

dapat dipidananya seseorang, meliputi syarat subjektif dan syarat 

objektif. 

 Syarat subjektif adalah apabila perbuatan itu dilakukan adanya 

kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan 

pemaaf baginya. Sedangkan, syarat objektif adalah perbuatan terdakwa 

telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada 

alasan pembenar baginya.100 

                                                           
100 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 227. 
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 Sebelum hakim memutus perkara haruslah mempertimbangkan 

berbagai faktor, dari segi undang-undang, alat bukti, saksi-saksi, 

pengakuan pelaku, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan, dan fakta-fakta hukum di persidangan. 

 Mengenai tindak pidana penghinaan dalam putusan Pengadilan 

Negeri nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap yaitu tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias 

Mama Karen Selasa tanggal 01 September 2015 menulis status di akun 

facebook memuat penghinaan/pencemaran nama baik kepada saksi korban 

Risma Ria Siregar. 

 Dalam penelitian ini, mempunyai tujuan dan fokus pada analisa 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan harus memiliki rasa keadilan, hakim 

diharapkan memiliki keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang 

bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam 

persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa 

bahwa dia merupakan seorang yang belum pernah melakukan tindakan 

melawan hukum tersebut. 

 Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 

ayat (1) KUHAP yang berbunyi:101 

                                                           
101 R. Soesilo dan M. Karjadi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, (Bogor : Politeia, 2009), 125. 
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“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. 
 
 Maksud dari unsur “fakta dan keadaan” disini adalah segala apa 

yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, 

antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan 

saksi korban.102 

 Pertimbangan yang dijadikan acuan hakim dalam memutus 

perkara ini ada banyak, yaitu meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan, alat bukti, barang bukti, saksi-saksi, serta unsur-

unsur yang terdapat dalam undang-undang yang digunakan sebagai 

pijakan dalam  memutus perkara 

 Dalam menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis hakim 

menggunakan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu di dalam Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. Terdapat 

Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
 

 Selain terdapat dalam Undang-undang ITE, hakim memutus 

terdakwa di dalam KUHP pasal 310 ayat (1) yang berbunyi : 

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan  menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

                                                           
102 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia  Indonesia, 1983), 289. 
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deketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah” 
 
 Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini saya berpendapat 

bahwa pertimbangan hukum hakim menggunakan 2 (dua) pasal yang 

saling berhubungan. Penghinaan sudah ada di dalam KUHP, ternyata 

penghinaan kemudian berkembang, bukan hanya interaksi langsung akan 

tetapi interaksi maya. Oleh karena itu Indonesia memberikan aturan 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).     

 Tindak pidana penghinaan dunia maya di Indonesia telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi 

Elektronik (ITE).  

 Pada pertimbangan hukum hakim menitikberatkan pada dakwaan 

kombinasi dari Jaksa Penuntut Umum dibanding menerapkan pasal 45 

ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 

sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan jika dihubungkan pada 

dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 310 ayat (1) kedua pasal tersebut 

memiliki fungsi yang sama untuk menjerat pelaku penghinaan atau 

pencemaran nama baik secara langsung maupun di media sosial. Sehingga 

tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum, 

dikhawatirkan tumpang tindih.  

 Menurut hakim pasal tersebut sudah sesuai dan unsur-unsur di 

dalamnya tepat dengan kasus kronologi tindak pidana penghinaan melalui 
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media elektronik. Akan tetapi dalam menjadikan dasar pertimbangan 

hakim, majelis hakim kurang memperhatikan adanya asas lex specialis 

derogat legi generali  seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat (2) KUHP : 

“Apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 
yang khusus itulah yang dikenakan”.103 
 
  Hakim dalam mempertimbangkan hal yang meringankan atau 

menguntungkan bagi terdakwa, dalam hal ini asas legalitas ada 

implementasinya, maka ketentuan asas legalitas tersebut tidak bersifat 

mutlak, sehingga ada pengecualian asas legalitas. Asas ini adalah 

penyeimbang asas legalitas yang semata-mata berpatokan pada kepastian 

hukum dan asas keadilan untuk seluruhnya.104. Asas ini terdapat dalam 

hukum transistor (peralihan) yang mengatur tentang lingkungan kuasa 

berlakunya undang-undang menurut waktu (sphere of time, tijdgebied) 

yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi, : 

“Bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya 
perbuatan pidana, maka terhadap tersangka digunakan ketentuan yang 
paling menguntungkan baginya”.  
 
 Berdasarkan unsur di atas hakim seharusnya menjatuhkan 

hukuman menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transasksi Elektronik (ITE). Berdasarkan hukuman, bahwa Undang-

                                                           
103 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana, 32. 
104 A M. Mujahidin, Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana sebagai Penyeimbang Asas Legalitas 
dan Asas Keadilan : Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum. (Artikel) yang Termuat 
dalam Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XX  No 242 Desember 2005. 
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undang Nomor 19 Tahun 2016  Pasal 45 ayat (3) lebih meringankan dari 

pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transasksi Elektronik (ITE).  

 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 

962/Pid.Sus/2016/PN.Rap 

 Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam islam adalah 

perbuatan yang sangat dilarang. Islam sangat mengharamkan perbuatan 

penghinaan dengan cara mencemarkan nama baik, mencaci maki, 

mengadu domba, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan 

sejenisnya yang merendahkan kehormatan serta kemuliaan manusia. Islam 

pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam 

mereka dengan janji yang pedih di hari kiamat, dan memasukkan mereka 

ke dalam golongan orang-orang yang fasik. 

 Mengingat islam mensyariatkan adanya hukuman (‘uqu>bah). 

Menurut hukum pidana Islam, pengertian hukuman didefinisikan oleh 

Abdul Qadir Audah sebagai berikut : 

�رِعِ 
�
�ْ�اِ��

َ
َ��نِ ا ْ��ِ َ

َ
� �ِ َ�ِ� اَ�َ���َ

َ
� ّ�رُ �َِ��ْ

َ
��ُ

ْ
 ِ�َ اَ��ءَُ ا�

ُ
��َ�

ُ
��ُ

ْ
�
َ
 ا

”Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang 
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.”105 
 

                                                           
105 Rahmat Hakim, Hukum Pidana...,  
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  ‘Uqu>bah atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam 

terbagi kepada tiga kategori utama yaitu‘uqu>bah hudud, ‘uqu>bah qisas 

dan diyat serta ‘uqu>bah takzir. Perbedaan antaranya adalah, ‘uqu>bah 

hudud, qisas, dan diyat ditentukan jelas oleh nash al-Qur’an dan sunnah, 

sedangkan ‘uqu>bah  takzir  ditentukan oleh pemerintah. 

  Hukum Islam menetapkan hukuman duniawi dalam perbuatan 

penghinaan ini berupa merendahkan kehormatan manusia yaitu hukuman 

takzir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa.106 

  Tindak pidana penghinaan dikenal dengan pencemaran nama baik, 

dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum 

dengan takzir karena bukan termasuk tindak pidana had atau qisas. 

  Takzir adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya 

ditetapkan oleh penguasa. 107  Menurut istilah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Imam Al Mawardi sebagai berikut: 

 
ُ
 �ِ�َْ�� اُ�ُ�وْد

ْ
ع َ ْ

�
ُ
� �ْ

َ
�بِْ �

ُ
�
ُ
 ذ

َ
� دِ�ٌْ� �َ

ْ
�
َ
� �ُْ�ِ�

ْ�
�
 وَا�

“Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang 
belum ditentukam hukumannya oleh syarak”.108 

 
  Dapat dikatakan bahwa jarimah takzir itu adalah hukuman yang 

belum ditentukan oleh syarak, melainkaan diserahkan kepada ulil amri, 

baik dalam penentuannya maupun pelaksanaannya. 

                                                           
106 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum ..., 129. 
107 Abdul Qadir Audah, Al Tasyri’ al Jina’iy al..., 65. 
108 Imam Mawardi, Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah, (Jakarta : Qisthi Press, 2014)., 236. 
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  Jarimah takzir berbeda dengan jarimah hudud dan qisas maka 

jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena termasuk 

jarimah takzir setiap perbuatan maksiat tidak dikenakan hukuman had 

dan qisas. Adapun macam-macam sanksi takzir itu, diantaranya :109 

1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan 

 Sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan jilid 

(cambuk). Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Hukuman mati 

  Hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi hanya 

diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang 

berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat, atau 

apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh 

baginya.110 

b. Hukuman cambuk 

  Hukuman cambuk cukup efektif dalam memberikan efek 

jera bagi pelaku jarimah takzir. Dalam jariman takzir, penguasa 

atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah 

cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi atau 

keadaan pelaku dan efek bagi masyarakat.   

c. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

 Dalam sanksi jenis ini ada dua jenis hukuman, yaitu 

hukuman penjara dan hukuman buang. Sebagai berikut : 

                                                           
109 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta :  Amzah, 2016), 95.̀ 
110 M. Nurul Irfan dan Masyorah, Fiqih Jinayah..., 149.̀ 
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3) Hukuman penjara (al-Habsu) 

 Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa 

juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara dalam 

syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu : 

c) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara paling 

lama waktunya dibatasi secara tegas.  

d) Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara 

seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di 

Indonesia.  

4) Hukuman Buang (Pengasingan)  

 Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku 

jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada 

orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.  

5) Sanksi takzir yang berupa harta 

 Menurut Makhrus Munajat sanksi takzir yang berupa harta 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

a) Merampas Harta 

 Hukuman takzir dengan mengambil harta itu bukan 

berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau 
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untuk kas umum, melainkan hanya menahannya untuk 

sementara waktu.111 

b) Mengubah bentuk barang 

 Hukuman takzir pemilikan pelaku, antara kain 

seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda 

bagi seseorang yang mencari buah-buahan, disamping 

hukuman jilid.  

c) Pemilikan harta 

 Denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan 

disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang 

dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta 

tidak ada ketetapan hududnya.112 

  Melihat macam-macam hukuman yang dipaparkan menurut 

hukum pidana Islam di atas, maka tindak pidana penghinaan melalui 

media elektronik tersebut cenderung mengacu kepada hukuman takzir 

karena menyebabkan seseorang merasa dihina kehormatannya dan 

diketahui oleh umum.   

  Akan tetapi, sesuai kasus penelitian ini yaitu pelaku menuduh 

korban selingkuh termasuk jarimah qadzaf. Dalam persoalan selingkuh 

menurut islam adalah zina,  hukuman jarimah qadzaf termasuk dalam 

jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. 

                                                           
111 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., 208. 
112 Mawardi Noor, Garis-garis Besar ..., 36. 
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pengertian hukuman had adalah hukuman yang tekah di tentukan oleh 

syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). 

Pengertian qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah 

 ِ�ِ��َ
َ
� ِ

ْ
�

َ
وْ�

َ
�ا
َ
�ِ�ّ��ِ� �ِ�َ

ْ
��ُ

ْ
 رَِ�ُ� ا�

“Menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau 
dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya” 
 

  Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam penghinaan dengan 

menuduh selingkuh adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Namun 

ukuran sanksi jarimah takzir ini tergantung pada ijtihad dan keputusan 

hakim. Mengenal jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah takzir 

para ulama berbeda pendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam 

hukuman takzir tidak boleh melebihi 10 kali.113 

  Namun dikalangan ulama malikiyyah berpendapat bahwa 

hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat. 114 

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam 

jarimah takzir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat : 

1. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak 

yang prefentif dan represif bagi semua umat.    

2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.    

                                                           
113 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi 
Abdul 
114 Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo, 2000), 197-198. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91 
 

 
 

3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) 

kali.    

4. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat  

ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan 

tindak pidananya. 

  Tindak pidana islam penghinaan atau pencemaran nama baik akan 

dijatuhi hukuman had 80 kali jilid apabila pihak penuduh ternyata tidak 

bisa mendatangkan empat orang saksi. Di dalam hukum pidana Islam 

pencemaran nama baik melalui media sosial, belum terdapat teknologi 

informasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan tindakan tersebut, 

seperti media sosial.  

  Pertimbangan hukum telah digunakan oleh majelis hakim dalam 

memutus perkara sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam,  perbuatan 

tersebut merupakan perbuatan penghinaan. Oleh sebab itu, pertimbangan 

hukum hakim sudah sesuai dengan ketentuan jarimah takzir. Unsur 

penghinaan hukum Islam yang diberikan telah sesuai karena belum ada 

batasan pada satu jenis hukuman tertentu. 

  Pemberian sanksi pidana tersebut, seluruhnya diserahkan kepada 

hakim untuk memutuskan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. 

Hakim mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan 

memutus perkara yang telah diajukan kepadanya.  
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  Hal itu sudah menjadi tugas hakim untuk menegakkan hukum 

berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah 

SAW dalam bentuk al-Qur’an dan hadis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penghinaan melalui media 

elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 

962/Pid.sus/2016/PN.Rap adalah majelis hakim menjadikan pasal 45 

ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang  No. 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 310 ayat 

(1) KUHP sebagai dasar dalam memberikan putusan dengan melihat 

fakta-fakta hukum di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan 

ahli, keterangan terdakwa, alat bukti/barang bukti, dan hal-hal yang 

memberatkan serta hal-hal yang meringankkan majelis hakim untuk 

menjatuhkan hukuman/sanksi kepada terdakwa.  Menurut hakim hal 

tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur di dalamnya. Namun, saya 

berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim menggunakan 2 (dua) 

pasal, jika dihubungkan kedua pasal tersebut memiliki fungsi yang 

sama untuk menjerat pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik, 

dan  hakim kurang memperhatikan adanya asas lex specialis derogat 

legi generali serta hakim seharusnya memakai pengecualian asas 

legalitas karena asas legalitas juga mempunyai implementasi dalam 
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menjatuhkan hukuman menggunakan Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/Pn.Rap adalah pertimbangan 

hukum telah digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara 

sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam. Oleh sebab itu, 

pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan ketentuan jarimah 

takzir. Unsur penghinaan hukum Islam yang diberikan telah sesuai 

karena belum ada batasan pada satu jenis hukuman tertentu. 

 

B. SARAN 

 Adapun saran yang akan disampaikan dalam penelitian ini, 

diantaranya : 

1. Hakim dan penegak hukum yang berkaitan menangani kasus 

penghinaan melalui media elektronik harus lebih berhati-hati dan 

teliti dalam memproses pertimbangan hukum serta penjatuhan 

hukuman kepada pelaku pidana. 

2. Adanya Undang-undang ITE yang mengatur, diharapkan masyarakat 

dan warga negara harus lebih berhari-hati dalam menggunakan media 

sosial, agar tidak mendapatkan perbuatan yang melanggar hukum. 
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